PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Majalengka
Telepon (0233) 281671 Faksimile (0233)281671
Email : bplh_mjl@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun
secara terpadu dan menyeluruh Perjanjian Kinerja (Perkin)
Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja
(Perkin) Perubahan Dinas Lingkungan Hidp Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat RI Nomor
XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016
Nomor 10) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2019 ;

Peraturan Kepala Bupati Majalengka Nomor 35 Tahun

2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten
Majalengka Tahun 2019;
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Menetapkan

KE SATU

KE DUA

KE TIGA

KE EMPAT :

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka Tentang Penetapan Perjanjian Kinerja (Perkin)
Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2019 ;

Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka merupakan rencana kerja Dinas selama
tahun anggaran 2019 ;

Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
pada tanggal :  Agustus 2019

_KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA

r

~

‘Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.



